
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN 

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR : 100.3.3.2/4/431.013/2025 

 

TENTANG 

 

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2)  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah dalam rangka kelancaran 

dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 

menunjuk Kuasa BUD di lingkungan SKPKD Kabupaten 

Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

SALINAN 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3). 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : 

KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo selaku 
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Situbondo. 

 
KEDUA : Menugaskan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :  
a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

APBD oleh Bank dan / atau lembaga  keuangan lainnya 

yang telah ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 
dalam pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan 
PA/KPA atas beban APBD; 

i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 
pemerintah daerah; 

j. melakukan pengelolaan uang dan piutang daerah; dan 

k. melakukan penagihan piutang daerah. 
 

KETIGA : Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan 

sementara atau berhalangan tetap, sesuai kewenangan 
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diambil alih 

sementara oleh Bendahara Umum Daerah  sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

KEEMPAT  : : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas 
Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud 

Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 
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SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. 

Penata (III/c) 

19850725 201503 1 001 

 

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati 
Situbondo Nomor : 188/4/P/004.2/2022 tentang 

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten 
Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
 
 

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 2 Januari 2025 

 
 BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 
 

KARNA SUSWANDI 
 

 

 
 
 

SALINAN  Keputusan ini disampaikan kepada Yth.  : 
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; 

2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo; 
3. Sdr. Pimpinan Bank di Kabupaten Situbondo; 
4. Sdr. Kuasa BUD yang bersangkutan. 

 
 


